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NO. XXX-LSISPO RPN

Perjanjian ini dibuat pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh dan antara:
1. Dr. Adi Cifriadi, M.Si dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (LSISPO RPN),  berkedudukan di Jl. Salak Nomor 1A Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan:
2. Nama Pimpinan, Pimpinan Nama Perusahaan  dalam hal ini bertindak selaku Klien, berkedudukan di (Alamat Perusahaan), untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk membubuhkan logo ISPO sesuai dengan SK Dirjenbun No 348/Kpts/OT.050/12/2020. Ruang lingkup yang diberi logo adalah ruang lingkup yang telah disetujui oleh Pihak Pertama. Ruang lingkup yang dimaksud ialah Nama Ruang Lingkup

Pasal 1
Pembubuhan Logo
1. Ketentuan dari aturan umum untuk penggunaan logo ISPO berlaku untuk perjanjian ini sesuai dengan SK Dirjenbun No 348/Kpts/OT.050/12/2020
2. Format, bentuk, warna dan ukuran logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran. Kementerian Pertanian memberikan kuasa kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menggunakan Logo ISPO. KAN sebagai penerima kuasa berhak memberikan hak/lisensi kepada LS ISPO yang telah diakreditasi melalui perjanjian lisensi penggunaan Logo ISPO.
3. Logo harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga logo dan informasi pelengkapnya dapat dibaca dengan mudah.
4. Logo yang dibubuhkan pada ruang lingkup harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama ruang lingkup tersebut digunakan.
5. Logo yang dipakai oleh Pihak Pertama harus dibubuhkan sesuai dengan rancangan (desain) Logo ISPO sebagai berikut: 

	a. Logo Segregation
	b. Logo Mass Balance
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Pasal 2
Panduan Pembubuhan Logo
1. Apabila Pihak Kedua memilih kebijakan rantai pasok segregasi, dimana bahan baku berupa tandan buah segar 100% bersertifikat ISPO, maka Pihak Kedua dapat membubuhkan logo ISPO “Segregation” seperti yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (5a).
2. Apabila Pihak Kedua memilih kebijakan rantai pasok mass balance, dimana bahan baku berupa tandan buah segar paling kurang 30% bersertifikat ISPO, maka Pihak Kedua dapat membubuhkan logo ISPO “Mass Balance” yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (5b).
 Pasal 3
Hak dan Kewajiban
1. Pihak Kedua setuju untuk menjaga dan mengendalikan kesesuaian ruang lingkup yang telah disertifikasi oleh Pihak Pertama.
2. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 1 di atas, Pihak Pertama memberi wewenang kepada Pihak Kedua untuk membubuhkan logo pada ruang lingkup yang dimaksud sesuai dengan skema sertifikasi ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua setuju bahwa personil yang mewakili Pihak Pertama memiliki akses dan tidak dihalangi untuk mengakses kebun dan/atau fasilitas ruang lingkup yang berkaitan dengan ruang lingkup, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu selama jam kerja yang normal berlaku pada fasilitas tersebut.
4. Pihak Kedua setuju bahwa ruang lingkup sebagaimana dimaksud telah dinyatakan memenuhi standar yang diacu Pihak Pertama.

Pasal 4
 Surveilan
1. Pihak Pertama melaksanakan surveilan untuk memastikan bahwa Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi ISPO.
2. Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketenutan yang tertuang pada Kontrak Kerja Sertifikasi ISPO yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

Pasal 5
 Keluhan
Apabila diminta oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus memelihara rekaman dan memberikan laporan tentang keluhan yang diterima oleh Pihak Kedua berkaitan dengan ruang lingkup yang dimaksud dalam dokumen sertifikasi.

Pasal 6 
Publisitas
1. Pihak Kedua mempunyai hak untuk mempublikasikan fakta bahwa dia telah diberi wewenang oleh Pihak Pertama untuk membubuhkan logo bagi ruang lingkup yang dimaksud dalam dokumen sertifikasi. 
2. Pihak Kedua dapat mempublikasikan pemberian dan pembatalan sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 5 butir 1, melalui media umum agar diketahui publik.
3. Pihak Pertama mempublikasikan hak-hak yang diperoleh Pihak Kedua jika telah memperoleh sertifikasi ISPO dalam website www.rpn.co.id.

Pasal 7
 Kerahasiaan
Pihak Pertama bertanggung jawab menjamin agar setiap personelnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik Pihak Kedua yang bersifat rahasia dan diketahui oleh personil tersebut sebagai akibat dari hubungan kerja dengan Pihak Kedua.

Pasal 8
 Pembayaran
Pihak Kedua harus membayar seluruh biaya yang terkait dengan surveilan, termasuk biaya administrasi kepada Pihak Pertama.

Pasal 9
 Periode Perjanjian
Perjanjian ini berlaku sejak 29 Mei 2023 dan berakhir sampai dengan 28 Mei 2028 kecuali jika sertifikat dicabut oleh Pihak Pertama dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibatalkan atas permintaan Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 10
 Pencabutan/Pembatalan sertifikat
1. Dalam kasus pencabutan atau pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perlu dipertimbangkan tenggang tertentu antara waktu pemberitahuan sampai dengan waktu pemberlakuan pencabutan atau pembatalan tersebut secara efektif. 
2. Tenggang waktu yang dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 dapat bergantung pada situasi yang telah disepakati.
3. Informasi pembatalan harus dikirim dengan surat tercatat (atau dengan cara yang ekivalen) kepada pihak yang terkait, dengan menyebutkan alasan dan tanggal pencabutan/pembatalan sertifikat secara efektif.

Pasal 11
 Tangggung Gugat
Apabila perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan secara damai misalnya penggantian kerugian kepada pihak kedua tentang hal-hal spesifik maka PT Riset Perkebunan Nusantara, sebagai organisasi induk LSISPO RPN, memberikan jaminan atas tanggung gugat yang diajukan oleh klien LSISPO RPN sebesar nilai kerugian yang timbul selama kegiatan sertifikasi ISPO yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 12
 Banding/Perselisihan
Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan Pihak Pertama. Diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh wakil Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

	Wakil dari Pihak Pertama
	
	Wakil dari Pihak Kedua             

	



Dr. Adi Cifriadi, M.Si
	
	

	

Nama Pimpinan

	Kepala LSISPO RPN
	
	Jabatan
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